FPEPUBLIY INDONESIA

MERNTERL PEXINJAAN UMUM

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMO™Y :  458/KPTS/1986
TENTANG

KETENTUAN PENGAMANAN SUNGAI DALAM HUBUNGAN DENGAN
PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

MENTURI PEKERJAAN UmMUM,

Menimbani
bl

Q.

bahwa terhadap kegictan penambangan bahan galian golongan ¢
yang dilakukan d; stngai, perlu dilakukan vengendalian dan
Péngawasan, agar ticak menimbulkan kerusakan 4 a n ancaman
terhadap kelestariar fungsi sungai dan bangunan-bangunan pe
ngairan serta jembatan, maupun bangunan-bangunan umum lajn-
Nya yang terdapat dj sekitarnya.

vahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Ta=
hun 1974 tentang Pengairan, kepada Menteri Pekerjaan Umum
diberi Wewenang dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan
segala penqaturan,perlindungan air dan atau sumber - sumber
air. :

bahwa sesuai dengan jiwa Peraturan Pemerintah Nomor 37 Ta-
hun 1986 penambangan bahan galian golongan C yang lokasinya
atau yang ada di sungai, izin pPenarbangannya senantiasa harus
mempertimbangkan saran-saran teknis dari Instansi Pekerjaan
Umum dan Badan Hukum yang diberi wewenang berdasarkan pera-
turan perundang-undangan yang berlaku, maka d4i pandang per-
lu adanya tindakan pehgamanan sungai, khususnya dalam hubu-
ngan dengan penamban-an bahan galian aolonyan C.

ﬂgpgingat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-keten-
tuan Pokok Pertambangjan.

Undany-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketenty-
an Pokok Pemerintahah.di Daerah.

Undang-Undang Nomor !} Tahun 1974 tentang Pengairan.
Undang-Undang Nomor | Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketenty-
an Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 19g3 tentang Peliaksana-
an Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat menge-
nai Pekerjaan Umum k:pada Propinsi-propinsi d a n peheqasan
ntusan mengenai Peke.:jaan Umum dari Danran—daerall” Otonem Ka-
bupaten, Kota Besar dan Kota Keci!,
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Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969

| an Undang-Undang Nomor 1l Tchun 1967.
| . 7. Peraturan Pemerintah

an Bahan Galian.

tentang Pelaksana-

Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelola-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata pPeng-
aturan Air.

q, Peraturqn Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis
mengenal Dampak Lingkungan.

10. Peratgran Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan
Sebaq}an urusan Pemerintahar di bidang Pertambangan kepada
Pemerintah Daerah Tingkat I. '

1l. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 1983

12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 211/KPTS/1984 ten-
tang Struktur Organisasi Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTJS KAN
Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG KETENTU-
AN PENGAMANAN SUNGAI DALAM HUBUNGAN DENGAN PENAM-
’ BANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

PERTAMA : (1). Melimpahkan wewenang sebagian urusan di bi-
dang Pengairen, khususnya oengamanan sungai
yang berhuburgan dengan penambangan bahan ga
lian golongan C di sungai, kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I sesuai peratutan per
undang-undancan yang berlaku. -

(2) . Dalam melaksanakan wewenang 1ini Guberhur Ke-
pala Daerah Tingkat I dapat menunjuk Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il de-
ngan pembatasan-pembatasan seperti tersebut
dalam keputusan ini. '

KEDUA : (l1). Setiap pengusaha, baik perorangan ataupun ba

dan hukum yarig mengusahakan penambangan ba-
han galian gclongan C di sungai, &éi wejibkan
memiliki Surat,Izin Pertambangan D a & r a h
(SIPD) yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I atau Bupati / Walikotamadya

~Kepala Daeral: Tingkat IT.

. Surat Izin Purtambangan Daerah (SIPD) diter-

bitkan oleh Cubernur Kepala Daerah Tihgkat I
dalam hal pelaksanaan penambangan akan dila-
kukan dengan peralatan mesin dan ataud mele-
bihi dari 110G m3 setiap harinya.

Surat Izin P&rtambanqan Daerah (SIPD) diter-
bitkan oleh lFupati/Walikotamadya Kepala Dae-
rah Tingkat (I dalam hal pelaksanaan openam-
bangan akan «<ilakukan tanpa peralatan mes1n
dan lebih kec1l atau sampal dengan Jumldh
vang tersebut pada anagka (2) diktum 1in1l.

KEMEGA. ¢ . s s .



KETIGA

KEEMPAT

(1) . Kepada Kepala (*inas Pekerjaan Umum Dacrah Ting-
kat I dan Kepaia Cabang Dinas Pekerjaan Umum/Ke-
pala Cabang Diras Pengairan Daerah Tingkat 1 a-
tau Direksy Badan Hukum tertentu dimaksud pada

pasal 4 Undang-tndang Nomor 11 Tahun 1974 ten-
tang Péngairan, diberi puqasddag“tanqqgngl_jgwab
untuk memberikan rekomendasi teknis kepada pener
bit SIPD penambangan bahan galian golongan C de-
ngan ketentuan sebagail berikut

a., Apabila SIPD akan diterbitkan oleh Gubernur

: Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud
pada angka (2) diktum kedua, rekomendasi tek-
nis diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan U-
mum Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

b. Apabila SIPD akan diterbitkan oleh Bupati/Wa-
likotamadya Xepala Daerah Tingkat II sebagai-
mana dimuksui pada angka (3) diktum kedua,re-
komendas1i teinis diberikan oleh Kepala Cabang
Dinas Pekerjaan Umum/Kepala Cabang Dinas Pe-
nNgairan Daer.-h Tingkat I yang bersangkutan.

C. Apabila SIPD yang akan diterbitkan, baik oleh
pejabat yang tersebut pada huruf (a) ataupun
pejabat yang tersebut pada huruf (b) angka (1)
diktum ini, nenyangkut sungai yang berada pa-
da wilayah kcrja Badan Hukum tertentu, vyaitu
Badan Hukum wvang mengelola Pengairan, rekomen-

dasi teknis lersebut diberikan oleh Badan Hu-
kum yang bercangkutan.

(2) . Tembusan dari semua rekomendasi teknis yang di-
maksud huruf (a), (b) dan (c) angka (1) dik tum
ini, wajib disanpaikan kepada Kepala Kantor Wi-
layah Departemer. Pekerjaan Umum Propinsi y a n g
bersangkutan selagai bahan pemantauan, pengawas-

an dan pelaporan kepada Menteri Pekerjaan Umum
Ccg. Direktur Jerderal Pengairan.

Untuk -dapat memberikan rekomendasi teknis sebagaimana
dimaksud pada angka (1) diktum Ketiga dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,
kepada pengusaha pertambangan diwajibkan untuk pada
waktu yang sama menyampaikan tembusan permohonan Su-
rat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagail berikut

a. Apabila surat permshonan SIPD diajukan kepada Gu-
bernur Kepala Daerah, tembusan disampaikan kepada
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I vyang

bersangkutan.

b. Apabila surat permsnonan SIPD diajukan keoada Bu-
pati/Walikotamadya Kenala Daerah Tingkat II, tem-
busan disampaikan kepada Kepala Cabang Dinas Peker
Jaan Umum/Kepala Cibang D 1 n a s PonaalL Ean Daerah
Tingkat I yana aersangkutan.
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KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN:

KESEPULUH

KESEBELAS

0

Apabila surat pormohonan SIPD diajukan, b a i
kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ataupun
Bupati/Walikotanadya Kevala Daerah Tingkat o
yang menyangkut sungai yang berada pada wilayah
Kerja Badan Hukum tertentu sebagaimana dimaksud
pada diktum KETIGA, tembusan disampaikan kepada
Pimpinan Badan I'ukum vang bersangkutan.

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagaimana
dimaksud pada angka 1 diktum KEDUA memuat ersya-
rdtan—persyaratan teknis yang disebutkan dalam re-
komendasi teknis subagaimana dimaksud pada diktum
KETIGA dengan sank:si-sanksi Yang wajib ditaati o-
leh pengusaha pertambangan yang bersangkutan.

Ketentuan Pengaman:n Sungai sebagaimana terlampir,
yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan
Keputusan ini, berlakuy mengikat sebagai syarat da-
lam pemberian rekonendasi teknis dalam rangka pe-
nerbitan Surat Izjin Pertambangan Daerah (SIPD).

Ketentuan tersebut dikt@m PERTAMA,
diktum KEENAM dila<sanakan secara terpadu dengan
peraturan perundang-undangan serta ketentuan-keten

tuan yang berlaku, baik yang bersifat Nasional mau
pun Daerah setempat.

(L) &

sampal dengan

Dalam pelaksanaan keputusan ini, Kantor Wila-
yah Departemen Pekerjaan Umum bersama
Pemerintah Dazrah setempat

pemantauan peagamanan sungai,

dengan kegiatan penambangan ba
longan C di sungai.

Aparat
menyelenggarakan
dalam kaitannya
han galian go-

(2) . Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum me-
ngadakan pembinaan teknis oengamanan sungail
kepada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I
dan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ang
ka (1) diktum KETIGA, dalam kaitannya dengan
kegiatan penambangan.

Koordinasi dan keterpaduan serta pemantauan diting

kat Pusat dalam rangka pelaksanaan keputusan i n I
dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengairan Depar-
temen Pekerjaan Umum.

Pelanggaran terhacap ketentuan dalam keputusan ini
dapat dikenakan senksi sesuai dengan ketentuan pe-
raturan perundang-undangan vang berlaku.

Dengan berlakunya reputusan ini, maka Surat Izin
Pertambangan Daer&h (SIPD) yang telah di keluarkan
sebelumnya, dapat tetap diberlakukan kecvali a d a
perubahan dan,atav. penyempurnaan vada rekomendasi

teknisnya



KEDUARBELAD

teknisnya

t.an

Petunjuk

diatur
bih
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dalam
lanjut oleh

yang
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KETIGABELAS

Keputusan ini m
kan dengan kete:n

nyata terdapat
keputusan ini,

mana

mestinya.

nekeliruan atau Kesalahan
1kan diadakan oerubahan
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nengharuskan
0 keqgiratan

dihentikannya
penambangan.

regia-

anaan dan hal-hal lain yang belum

sutusan
DiLr

ini,
cktur

akan ditetaokan
Jenderal Pengairan.

le-

tlai berlaku pada tanggal ditetap
tuan apabila dikemudian hari ter

dalam
sebagali-

DITETAPKAN DI J A KARTA.

PADA  TANGGAL 15 OKTOBER 1986.

Bapak Presiden Republik Inionesia.

Bapak Wakil Presiden Repubiik Indonesia.
Pertambangan dan Energi.
Dalam Nege-l.

Saudara
Saudara
Saudara
Saudara
Saudara
Saudara
Saudara

Para Gubernur/Kepala
Sekretaris Jénderal Depart.
Inspektur Jenderal

Menteri
Menteri
Menteri
Menteri
Menteri
Menteri
Menteri

Negara Kep:

Pertahanan
Kehutanan.
Pertanian.

Perindustr:
Daera:.

Para Direktur Jenderal di
Kepala BALITBANG Departeme: Pekerjaan Umum.

Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum
Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dati I.
Direksi Perum Otorita Jati'luhur.

Para Bupati Kabupaten/Daer.h Tk.II/Walikotamadya.
Para Kepala Kantor Satuan

.Distribusi

A dan B

Depart-

'ndudukan dan Lingkungan Hidup.

Keamanan.

an.

Tingkat T.

men Pekerjaan Umum.
:men Pekerjaan Umum.

iingkungan Departemen P.U.

Xerja dan Pemimpin Proyek.
Departemen

Pekerjaan Umum.



LAl I RAN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : «52/KPTS/1986
TENTADNG
KETENTUAN PENGAMANAMN SUNCAI DALAM HUBUNGAN DENGAN
PENAMBANGAN BAHAN CALTAN GOLONGAN C.

B A B

F—t

KETEHNTUWN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaks id dengan

(R

1.

Sungai adalah sistem pengalican air mulai dari mata alr sam-
pai muara dengan dibatasi kanan Klrinya serta sepanjang pe-

ngalirannya oleh garis sempa-:lan.:

Pengamanan sungai adalah seg:la usaha dan tindakan untuk me-
lindungi, mengamankan dan me ' estarikan fungsi sungai d an
lingkungannya termasuk bangunan-bangunan pengairan dan bangu
nan umum lain yang terdapat i sekitarnya, terhadap segala
bentuk gangguan dan pengerus.kan.yang disebabkan oleh adanya
kegiatan pertambangan bahan c¢alian golongan C di sungai.V
Garis sempadan adalah garis tatas luar sungal yang ditetap-
kan berdasarkan pertimbangan teknis pengamanan sungai.

Untuk sungal yang bertanggul dihitung S m dari luar K a k i
tanggul.

Morfologi sungai adalah hal-tal yang berhubungan dengan ben-

tuk, sifat dan perilaku sungal.“

Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang pa=

lung sungai dihitung dari tepi sungai sampai dengan %k a k 1
tanggul sebelah dalam. i

Palung sungai adalah'cékunqan yang terbentuk oleh aliran air
Tebing sungai adalah dinding batas sisi palung sungai.
Meandex: adalah palung sungai ang berliku—LikQ.

Degradasi adalah penurunan dosar sungal dalam arah memanjang

pada suatu baglian sungal.

j. Agradasi ........
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Agradasi adalah peninggian dasar sungai oleh berbagai sebab
Perisal dasar sungai adala! lavisan teratas dasar sungali.
Penambangan adalah usaha pcngambilan bahan qalian golongan

C di sungaui.

Bahan galian golongan C adzlah bahan galian yang berupa pa=
(RS ¥ -l 1 il y <l = ol [P 3 i ,_’Q. i € 3 Jan J w2 ot <

sir, batu dan sirtu yang ditambang dari sungail.

-

Pengusaha pertambangan adalah perorangan, badan hukum atea

P

instansi yang melakukan usaha pertambangan bahan galian go-
longan C di sungai, secara wesar-besaran dan dengan perala-

Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan bahan galian
golongan C di sungai yang dilakukan oleh rakyat setempat se
%

ra kecil-keciltan atau secara gotong royong dengan alat-

a
alat sederhana sebagal mata pencaharian sendiri.

B A - L
OBYEK PENG.ANAN SUNGAI

Obyek pengamanan sungai

(=

O

Fungsli sungai.

Rliran sungai, termasuk per:laku morfologinya, baik dibagi-
an hulu, tengah maupun hilir.

Palung sungai, bantaran suncal, dasar dan tebing sungai.
Lapisan perisai dasar sunga:.

Lahan di kiri kanan sungai yang daonat Inempengaruhi morfolo-
91 sungai.

F 5 oy = . 5 3
*« Bangunan-pangunan pengairan dan bangunan umuem lain yang ter

1.

2

dapat di sekitar sungai.

B ADR ITT
KETENTUAN TEKNIS.

Untuk mengamankan aliran sun ;a1 agar tidak mengalami® peru-

bahan hidrolisg yang dapat mcabahavakan, maka setiap kegiat-

an penambingan ... ..
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an penambangan diwajibkan mcemenuhi persyaratan sebagal beri-

kut
a. Harus dilaksanakan menurut tahavan dan tatalaksana . sede-

mikian rupa schingga tidck menimbulkan perubahan perilaku

aliran yang membahayakan. .

b. Tidak mengakibatkan terjadinya degradasi, penqgerusan se-

tempat, rembesan di bawalr bangunan, lonqsoran Leblnq dan

e e et

meander yang membahayakan.

c¢. Tidak menimbulkan agradasi yang membahavakan, yang diaki-

batkan oleh pembuangan limbah penambangan.

d. Kedalaman penambangan tidak melampaui ketebalan minimum
lapisan perisai, sehingge tidak terjadi perubahan kemiri-

ngan dasar sungai yang menbahayakan.

Jarak antara lokasi penambanjan dan suatu bangunan hatus di-

tetapkan cukup jauh sehingga tidak membahayakan banguhan yang
bersangkutan. -

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan hatus di
batasi jumlah jenis dan kapasitas serta tatacara penggunaan-

nNya sehingga memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud pada
angka 1 di atas.

Kepada pengusaha pertambangan diwajibkan membuat bangunan pe
ngaman sungai, apabila dipernitungkan pelaksanaan kegiatan

penambangannya 2kan menimbul:an bahaya.

Dalam rangka menanggulangi dampak negatif yang mungkih tim-
bul sebagai akibat adanya kL] atan penambangan, maka kepada

pengusaha _pertambangan dlwaj_bkan mclakukan studi llngkungan

sesuai dengan ketentuan pera:uran perundang-undangan ¥ a n g
~————

berlaku

B A 2 v
TATALAKSAN PENAMBANGAN

Bagian Pertama

Persyaratan bagi Pengusaha Pertambangan.

l. Data dasar ........

- ——————

B S



Data dasar.

Setiap permohonan untuk mend:¢patkan

1jin pertambangan harus

disertai data dasar yang dipcrlukan untuk melengkapi pembua-
tan rekomendasi teknis.

Data dasar yang harus disedi¢kan meliputi

a.

Usulan wilayah penambangar dengan luas d a n batas-batas

yang jelas. Dituangkan da’am peta denah pertambangan ber-
skala 1 10.000, dilengk:pl dengan penjelasan

mengenail
dalamnya penggalian yang <irencanakan.

Peta situasi sungai bersksla 1 : 1.000,

kontur garis tinggi yang
dan tanggul.

lengkap dengan
meliputl palung, bantaran,tebing

Gambar potongan memanjang berskala panjang 1 1.000,ska-
la tinggi 1 250, dengan jarak pengukuran 25 m, meliputi
garis tebing kiri dan kan:cn, garis palung terdalam d a n
garls tinggi dasar sungai.

Gambar potongan melintang oerskala panjang 1 : 500, skala
tinggi 1

250 dengan ker:patan pengukuran diwilayah per-
tambangan tidak lebih dar: 10 m.

Lokasi dan situasi bangunan-bangunan pengairan dan bangu-
nan umum lain yang ada.

Jumlah, jenis serta kapasitas peralatan yang akan digquna-
kan.

Tataletak operasi kegiatan penambangan.

Lokasi dan situasi prasar:ana jalan angkutan yang ada cdan

yang khusus dibuat untuk Yeperluan pertambangan.

Jenis dan sifat bahan mat:rial sungai.

Gambar desain bangunan perigamanan sungai yang di perkira-
kan akan diperlukan.

Persiapan pelaksanaan penambangan.

Kegiatan persiapan yanqg wajih dilakukan oleh ocngusaha

tambangan sebelum pelaksanaa penambangan dimulai melioutl

per-

a. DPoengukuran



a. Pengukuran lapangan.

b. Pemasangan patok batas dan patok duga taraf, termasuk pa-

tok tetap sebagai tolok urur.

c. Pemasangan papan nama per:sahaan dengan mencantumkan no-

mor SIPD dan masa berlakunya.

d. Membuat kantor lapangan tcrmasuk ruang pengawas, gudang

peralatan, bengkel kerja can unit prosesing, dalam satu

tataletak operasi.

€. Memasang peta, gambar pel:ksanaan, jadwal kegiatan d a n

daftar peralatan di ruang pengawas.
f. Menunjuk tenaga pelaksana dan tenaga ahli.

g. Memperkuat atau pembuatan baru jalan masuk berikut jemba-

tan untuk pengangkutan.

n. Pembuatan bangunan pengamén sungai apabila disyaratkan da

lam rekomendasi teknis.

Pelaksanaan penambangan.

Selama pelaksanaan kegiatan renanbangan, pengusaha pertamba-

ngan diwajibkan melakukan hal!-hal sebagai berikut

a. Membuat catatan harian tertang keglatan pelaksanaan d4 a n

hasil kerja.

b. Melakukan opname atau pencukuran, pencatatan dan kemudian

menggambarkan hasil kerja dan kemajuan pelaksanaan kerja.
C. Membuat foto dokumentasi.

d. Membuat 1 a P or an Lulanan, tahunan dan laporan ak-

hir pelaksanaan.

1
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f. Menghentikan seluruh atau stbagian kegiatan cenambangan
apabila diperhitungkan akan terjadi perubahan perilaku

aliran atau morfologi suncal yang dinilai dapat menimbul-
kan bahaya..

g. Memperbailkl

e. melakukan konsultasi teknis dengan pengawas secara rutin berkala
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g. Memperbaikil segala kerusal.an yang timbul sebagai akibat

adanya kegiatan penambandg.n.

Penataan kembali dan rehabil tas;i ' S

Feiia 1

Pada akhir kKegiatan penamban ;an pengusaha pertambangan diwa-

Jibkan melakukan penataan erbali dan rehabillitasi dari  se-
tiap Kerusakan yang timbul subagal akibat adanya kegiatan pe
nambangan, sesual dengan petanjuk teknis seperti disyaratkan
dalam rekomendasi teknis.

Bagian Kadua

Persyaratan bagi rertambangan Rakyat.

Data dasar.

Setiap permohonan SIPD harus disertai dengan data d a s a r

vang diperlukan untuk meleng:apl pembuatan rekomendasi tek-
nis, sebagai berikut

-

a. Usulan wilayah penambangan dengan luas dan batas - batas
vang jelas, ‘dituangkan da am bentuk sketsa denah, memuat

lokasi dan situasi bangun:n-bangunan pengairan dan bangu-
nan umum lain yang ada.

b. Jenis dan sifat bahan material sungai .

Pelaksanaan penambangan.

Bagi pertambangan Rakyat tidik diwajibkan melakukan kegiatan
keglatan persiapan seperti yang tersebut vpada bagian pertama
bab ini, namun selama pelak:anaan kegiatan penambangan yang

persandgkutan wajib melakukan hal-hal sebagai berikut

a. Membuat catatan harian tentang hasil kerja,dinvatakan da-

lam satuan m3,
b. Membuat laporan bulanan toentang hasil kerja.

C. Mengadakan konsultasi teknis dengan pengawas amabila di-

perlukan.

d. Memperbaiki ......



=
.

d.

Memperbaiki segala kerusakan yang timbul sebagai akibat

adanya kegiatan penambangan.

B A B Vv
PENGAWASAN

Obyek pengawasan pada kegiatan penambangan adalah

a. Keglatan persiapan pelaksasaan penambangan.

b.

C.

Tatacara dan urutan pelaksinaan penamoangan.
Kegiatan harian pelaksanaan penambangan.
Penggunaan peralatan dan t:naga kerja.

Keamanan dan kelestarian siungal serta bangunan - bangunan

pPengairan dan bangunan umwa lain yang ada di sekitarnyé.

Pelaksanaan penataan kemba'i dan rehabilitasi.

Sebagai tolok ukur pengawasan adalah

2

Persyaratan teknis yang be:sumber dari rekomendasi teknis
serta ketentuan-ketentuan (alam lampiran surat xeputusan
ind .

Perubahan kondisi lapangan sesuai dengan hasil pemantauan

perilaku aliran sungai dan morfologi sungai, dengan mem-

perhatikan segala yang disvaratkan dalam ketentuan teknis

.

Instansi Pengawasan

Pengawasan teknis kegiatan penimbangan dilaksanakan oleh ne-

tugas-petugas lapangan dari Cibang Dinas Pekerjaan Umum/ Ca-
bang Dinas Pengairan Daerah Tingkat I.

Kewenangan petugas pengawas lanangan

(= 1

Melakukan pengawasan rutin, antara lain dengan cara mela-

kukan opname atau pengukuran bersama, pencatatan dan ke-

mudian mencgambarkan Nasil @rfa das kamsduas =

fu

Y

[
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b. Melakukadm ........

hasil kerja dan kemajuan pelaksanaan kerja



Melakukan pemeriksaan bersama yang diadakan setiap akhir

tahun dan atau pada akhir masa berlakunya SIPD, dilakukan

bersama-sama dengan pengu:;aha pertambangan.

Melakukan peneguran lisan dan atau tertulis apabila ter-
jadi penyimpangan dari pe:syaratan teknis. Teguran tertu-
lis diberikan sampai tiga kali. Setelah teguran ketiga ti

dak ditaati oleh pengusaha pertambangan, maka pendawas la

pangan berwenang untuk

1. Menghentikan sementara seluruh atau sebagian kegiatan

penambangan.

1i. Mengusulkan pencabutar SIPD.

Melakukan penghentian semi:ntara seluruh atau sebagian ke-
giatan penambangan apabil.. ternyata bahwa kelanjutan ke-

giatan penambangan diperk:.rakan akan menimbulkan bahaya

terhadap keamanan sungai.

BAB vI
REVISI REKOM.NDASI TEKNIS .

Terhadap kegiatan penambanga: yang dinilai dapat membahaya-

kan apabila kegiatannva diteruskan, maka rekomendasi teknis-

nya dapat ditinjau kembali urtuk direvisi,

dan kepada pengu-
saha pertambangan yang bersaigkutan diwajibkan menghentikan

sémentera seluruh atau sebagsan kegiatannya.

Jakarta, 15 Oktober - 1986.




